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BUPATI CIAMIS 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI CIAMIS 

NOMOR     :    7A   TAHUN 2015 

 

TENTANG 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS 

TAHUN 2014-2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI CIAMIS 

Menimbang     :  a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas 
kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah dengan 

menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar 
pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan 
sasaran stategis yang ditetapkan; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum 

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi 
Pemerintah, mengamanatkan Bupati wajib menetapkan 
Indikator Kinerja Utama di tingkat Pemerintah Daerah; 

c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, dengan memperhatikan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu 

menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah 
Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 yang ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan  Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara; 
6. Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 
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7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan  Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan 

Daerah; 
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi  Pemerintahan; 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar 

Pelayanan Minimal; 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang 
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan 

Instansi Pemerintahan; 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Peyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis 

Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 

Pemerintah Kabupaten Ciamis; 
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 

2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Ciamis. 
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MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA 

UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 
2014-2019 

  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

   

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis; 

2. Bupati adalah Bupati Ciamis; 

3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah; 

5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran 
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi; 

6. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan 

dan sasaran strategis Pemerintahan Daerah; 

7. IKU SKPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran 
strategis SKPD; 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Ciamis; 

 9. 9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran 
tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategis 

organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan 
kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan; 

10. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh 

instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam 
kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan; 

 

BAB II 

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

 

Pasal 2 
 

 Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah : 

a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam 
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan 

b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan 

dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja 
dan peningkatan akuntabilitas kinerja; 

 

Pasal 3 
 

(1) Ruang Lingkup Indikator Kinerja Utama (IKU)  terdiri dari : 

a. IKU Pemerintahan Daerah; dan 
b. IKU SKPD. 
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(2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

 

Pasal 4 
 

(1) Setiap SKPD wajib menyusun IKU SKPD; 

(2) IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala SKPD dengan format Keputusan sabagaimana 
tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini; 

(3) Format IKU SKPD sebaimana dimaksud pada ayat  
(2) sabagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian 

tidak tepisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

 

BAB III 

DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

 

Pasal 5 
 

Indikator Kinerja Utama (IKU)   wajib digunakan sebagai dasar untuk : 

a. menetapkan rencana kinerja tahunan; 

b. menyusun dokumen penetapan kinerja; 
c. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan 
d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja. 

 

 

BAB IV 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

 

Pasal 6 
 

(1) Penetapan IKU Pemerintahan Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten 

Ciamis Tahun 2014-2019; 

(2) Penetapan IKU SKPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana 
Strategis SKPD Tahun 2014-2019; 

(3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja 
keluaran (output) dan hasil (outcome), sebagai berikut : 

 a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil 
(outcome); dan 

b. IKU SKPD paling kurang memuat indikator keluaran  (output) sesuai 

dengan urusan, fungsi dan tugas. 

(4) Penetapan IKU selain mengacu sebaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu : 

 a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas 

kinerja; 
b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan 

c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan. 
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BAB V 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

Pasal 7 
 

(1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh 
Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan 

kinerja Perangkat Daerah. 

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh 
Inspektorat Kabupaten Ciamis. 

 

  

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 8 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis. 

 

 

                                                            Ditetapkan di Ciamis 

      pada tanggal 7 Januari 2015 

 

BUPATI CIAMIS, 

 

Cap/ttd 
 

 

H. IING SYAM ARIFIN 

 

Diundangkan di Ciamis 

pada tanggal 7 Januari 2015       

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS, 

 

Cap/ttd 

 

H. HERDIAT S. 

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 74A 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
Ttd/cap 

 
AEP SUNENDAR, SH., MH. 

NIP. 19621018 198303 1 005 


